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PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK DI KOMISI
INFORMASI DAERAH DIY
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ABSTRACT

The research was conducted with the problem of how to resolve public
information disputes at the Information Commission for the Special
Region of Yogyakarta (DIY) during the covid-19 pandemic and what
obstacles were faced by the DIY Regional Information Commission in
resolving public information disputes during the covid-19 pandemic.
The purpose of this research was to find out the process of resolving
public information disputes during the Covid-19 pandemic and to find
out the obstacles faced by the DIY Regional Information Commission
when resolving public information disputes. This research is a
normative legal research with a juridical approach. Based on the
research results, the answers to the problems were obtained as follows:
1. The settlement of public information disputes at the DIY Regional
Information Commission is guided by the Decree of the Chairperson of
the Central Information Commission Number 4 Year 2020 concerning
Guidelines for Mediation and Non-Litigation Adjudication of Public
Information Disputes Electronically 2. When resolving information
disputes The DIY Regional Information Commission is actually
constrained by the existence of regulations made by the Central
Information Commission through the Decree of the Chairperson of
the Central Information Commission Number 4 Year 2020 which
requires public information disputes to be resolved electronically/
online while on the other hand there are information applicants who
are not willing. The existence of the Covid-19 Handling Task Force
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Circular Number 7 Year 2021 which requires an antigen swab test or
PCR test to be carried out if you want to carry out public information
dispute resolution offline at the Regional Information Commission
office is also an obstacle in efforts to resolve public information
disputes because it turns out that the applicant for the information
dispute there are also those who are not willing to do an antigen
swab test or do a PCR test. So that the DIY Regional Information
Commission was forced to postpone the process of resolving the public
information dispute until the pandemic conditions improved.

Keywords: settlement; public information; dispute; pandemic
covid-19

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan permasalahan bagaimana pe-
nyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)di masa pandemi covid-19
dan apa kendala yang dihadapi Komisi Informasi Daerah
DIY dalam penyelesaian sengketa informasi publik di masa
pandemi covid-19. Tujuan penelitian dilakukan untuk menge-
tahui proses penyelesaian sengketa informasi publik di masa
pandemi covid-19 serta untuk mengetahui kendala yang
dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY saat menyelesaikan
sengketa informasi publik.Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh jawaban permasalahan sebagai berikut : 1.
penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
Daerah DIY berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Komisi
Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman
Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik
Secara Elektronik dan untuk menindaklanjuti surat keputusan
ini Komisi Informasi Daerah DIY segera meluncurkan aplikasi
E-PSI yaitu aplikasi Sistem Penyelesaian Sengketa Informasi
yang diharapkan melalui aplikasi ini dapat tetap memproses
penyelesaian sengketa informasi publik yang masuk secara
elektronik/online ; 2. Saat melakukan penyelesaian sengketa
informasi publik Komisi Informasi Daerah DIY justru terkendala
dengan adanya regulasi yang dibuat oleh Komisi Informasi
Pusat melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat
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Nomor 4 Tahun 2020 yang mengharuskan sengketa informasi
publik diselesaikan secara elektronik/online sementara disisi
lain ada pemohon informasi yang tidak bersedia. Adanya
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang
Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang mewajibkan
dilakukannya test swab antigen atau PCR test jika ingin
melakukan penyelesaian sengketa informasi publik secara
offline dikantor Komisi Informasi Daerah juga menjadi kendala
dalam upaya pennyelesaian sengketa informasi publikkarena
ternyata pemohon sengketa informasi juga ada yang tidak
bersedia melakukan test swab antigen atau melakukan PCR
test. Sehingga terpaksa Komisi Informasi Daerah DIY menunda
proses penyelesaian sengketa informasi publik tersebut sampai
kondisi pandemi membaik.

Kata kunci: penyelesaian; sengketa informasi publik; pandemic
covid-19

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 ) membawa konsekuensi besar di dalam pengelolaan informasi
publik di Indonesia, karena undang-undang ini memberikan hak
bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya
sepanjang bukan informasi yang bersifat rahasia atau informasi
yang dikecualikan. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Atas dasar
ketentuan Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
itulah kemudian dibentuk dan disahkannya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 pada tahun 2008.
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Dalam masyarakat modern, sudah menjadi konsesi bersama
bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang
yang tidak bisa dihalangi. Informasi menjadi hak individu untuk
pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Atas alasan itu,
maka setiap orang harus mendapat perlindungan dan kepastian
dalam memenuhi haknya. Setiap individu juga mempunyai hak
untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri
pertemuan publik yang terbuka untuk umum, menyebarluaskan
informasi publik sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap warga
negara juga berhak mengetahui alasan kebijakan publik oleh suatu
Badan Publik [1].

Adanya keterbukaan informasi yang baik kepada publik
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara. Manfaat yang sama juga akan
terasa pada pengawasan Badan Publik lainnya dan terhadap segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Di sisi lain,
pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi. Masyarakat informasi me-
rujuk pada situasi atau keadaan di mana peran teknologi informasi
menjadi sangat penting dalam mendukung terjadinya perubahan
sosial dan ekonomi di tengah masyarakat [1].

Keterbukaan informasi merupakan hal yang penting dalam
penyelenggaraan negara, dengan adanya transparansi maka warga
negara dapat ikut berpasrtisipasi dan ikut mengawasi kebijakan
dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Keberhasilan dalam
mewujudkan praktik good governance dalam ranah pelayanan
publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari
masyarakat luas bahwa membangun good governance bukan hanya
sebuah mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan [2].

Konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa
di sebut UU KIP mewajibkan semua badan publik menjalankan
keterbukaan informasi publik. Namun dalam pelaksanaannya
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tidak semua badan publik mematuhinya. sehingga untuk men-
jamin hak rakyat dalam UU KIP, UU KIP mengatur mengenai
mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dimana apa-
bila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat
atau dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan
sengketa informasi publik kepada komisi informasi. Penyelesaian
sengketa informasi publik dilaksanakan oleh komisi informasi
melalui mekanisme ajudikasi non litigasi serta mediasi. Ajudikasi
non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan
yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana
diatur dalam UU KIP [3].

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN dan/ atau APBD, atau organisasi nonpeme-
rintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar
negeri [4].

Kesimpulan dari hasil penelitian evaluasi kinerja PPID Pemda
DIY dalam mewujudkan budaya keterbukaan informasi publik
belum optimal terutama dalam hal akuntabilitas dan produktivitas.
Faktor yang berpengaruh dan perlu lebih banyak diperhatikan
adalah faktor personal, faktor sistem terutama fasilitas kerja dan
infrastruktur, dan faktor kontekstual dalam memenuhi kebutuhan
informasi publik [5].

Pandemi covid-19 yang terjadi 2 tahun belakangan ini ke-
mungkinan akan mengganggu kinerja Komisi Informasi Daerah
DIY dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun
2008 untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang
masuk, mengingat jika ada sengketa informasi publik yang harus
diselesaikan maka para pihak baik pemohon maupun termohon
informasi lazimnya akan bertemu secara langsung di Komisi Infor-
masi Daerah DIY dalam proses penyelesaian sengketa informasi
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publik baik secara mediasi maupun secara ajudiksi nonlitigasi. Di
sinilah Komisi Informasi Daerah DIY mempunyai peran penting
dalam penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan ke-
tentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, peran
inilah yang kemudian menentukan dapat atau tidaknya Komisi
Informasi Daerah DIY menyelesaikan sengketa informasi publik
yang diajukan oleh pemohon informasi di masa pandemi covid 19.
Pandemi covid-19 yang terjadi ternyata tidak mengurangi
animo pemohon informasi untuk tetap mengajukan sengketa
informasi publik di beberapa Komisi Informasi Daerah di Sumatera.
Sebagai gambaran dapat dilihat pada cuplikan berita berikutm ini
: Selesai acara KI Riau Award, pagi nya tiga Komisi Informasi di
Sumatera yakni KI Riau, KI Sumbar dan KI Sumsel melanjutkan
dengan Focus Group Discussion dengan KI Pusat di ruang rapat
Ketua KI Riau. FGD kali ini menitik beratkan pada penyelesaian
sengketa informasi dalam masalah pandemi yang ternyata tidak
mengurangi niat masyarakat untuk tetap mengajukan permohonan
informasi dan bersengketa di komisi informasi. Ketua KI Sumatera
Selatan bapak Kori Kunci yang di dampingi Hizba Meiridha
Badar komisioner bidang menyampaikan, walau masa pandemi
pemohon informasi yang bersengketa di komisi informasi masih
banyak yakni 50 register. Persoalan yang muncul, mereka datang
banyak dan mesti kita antisipasi dgn protokol kesehatan” imbuh
nya. Ketua KI Riau Zulfa Irwan yang di dampingi Wakil Ketua
Tatang Yudiansyah yang memfasilitasi agenda ini menjelaskan
Penyelesaian Sengketa Informasi di KI Riau di selesaikan dgn dua
metode, yakni secara standar dan virtual. Dari 40 sengketa yang
ada di KI Riau kita upayakan penyelesaian dengan mediasi agar
pertemuan tatap muka dapat di kurangi” ujar ketua KI Riau [6].
Berdasarkan cuplikan berita di atas dapat diketahui bahwa
animo masyarakat pemohon informasi untuk menyelesaikan seng-
keta informasi di Komisi Informasi Daerah tetap besar meskipun
dalam masa pandemi covid, karena itu sudah seharusnya Komisi
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Informasi harus tetap berusaha untuk menyelesaikan semua
sengketa yang teresgister tersebut sebaik mungkin walaupun
masih ditengah pandemi covid. Langkah-langkah konkrit harus
tetap dilakukan untuk menyiasati proses penyelesaian sengketa
informasi yang ada dan diharapkan sengketa dapat diselesaikan
dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan terkait dengan
protokol kesehatan yang harus dipenuhi di saat pandemi sesuai
arahan dari pemerintah.

Informasi publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan
dengan kehidupan suatu bangsa. Ia bagaikan oksigen yang dengan-
nya kualitas kehidupan suatu bangsa bisa terus berlangsung dan
berkembang. Seperti halnya informasi publik dalam menangani
pandemi Covid-19 memerlukan pendekatan yang khas dikenal
dengan information, education and communication approach- IEC
(Sarvaes, 2008). Maka memastikan hak atas informasi dan respons
terhadap pandemi Covid-19 adalah merupakan keniscayaan[7].

Sesungguhnya hal seperti berita di atas bukan hanya dialami
oleh Komisi Informasi yang terdapat di Sumatera saja, karena hal itu
juga pasti akan menjadi permasalahan disemua Komisi Informasi
yang terdapat diseluruh Indonesia. Karena itu memang harus
ada langkah-langkah konkrit dalam upaya mencari solusi terbaik
untuk menyelesaikan sengketa informasi publik tanpa mengurangi
hak masyarakat pemohon informasi untuk mendapatkan haknya
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sekaligus juga dengan
tetap menjalankan ketentuan mengenai prokes ditengah pandemi
seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi
Informasi Daerah DIY di masa pandemi covid-19 dan untuk
mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY
di dalam penyelesaian sengketa informasi publik di masa pandemi
covid-19.
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METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum
normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis karena
berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa per-
aturan perundang-undangan yang dipakai untuk menganalisis
permasalahan pertama penelitian, bahan hukum sekunder ter-
diri dari literature, jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik
penelitian. Penelitian dilapangan dilakukan dengan wawancara
dan mencari peraturan-peraturan yang terkait dengan topik.

Analisis pada penelitian ini dilakukan secara diskriptif kuali-
tatif. Hasil penelitian akan diuraikan secara komprehensif agar
dapat menjawab permasalahan yang disampaikan di sebelumnya.

HASIL

Terjadinya pandemi covid-19 membuat Komisi Informasi
Pusat mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam surat
keputusan Komisi Informasi terkait dengan upaya penyelesaian
sengketa informasi publik. Diharapkan dengan adanya keputusan
ini proses penyelesaian sengketa informasi publik tidak terganggu
meskipun sedang terjadi pendemi covid-19 dan terjadi berbagai
macam pembatasan dalam kehidupan masyarakat seperti me-
makai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkeru-
mun. Karena ternyata meskipun terjadi pandemi covid-19 animo
masyarakat untuk membawa penyelesaian sengketa informasi
publik melalui Komisi Informasi Publik di berbagai daerah tetap
tinggi, oleh karena itulah Komisi Informasi Pusat beranggapan
penting diambil suatu kebijakan yang bertujuan tetap menye-
lesaikan sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Infor-
masi diberbagai daerah di Indonesia.
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Surat keputusan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Ketua
Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik
Secara Elektronik (Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat
Nomor 4 Tahun 2020). Ini merupakan jawaban atas permasalahan
pertama pada penelitian.

Jawaban atas masalah kedua terkait dengan kendala yang
dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY saat menyelesaikan seng-
keta informasi publik justru berasal dari ada regulasi yang lahir
terkait dengan pandemic covid-19, yang pertama Surat Keputusan
Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 dan lahirnya.

PEMBAHASAN

Lahirnya Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat
Nomor 4 Tahun 2020 diharapkan dapat tetap menyelesaikan seng-
keta informasi publik yang terdaftar di Kantor Komisi Infornasi
Publik yang terdapat diseluruh Indonesia termasuk Komisi
Informasi Daerah DIY. Sebelum pandemi covid-19 penyelesaian
sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah DIY
dilakukan secara face to face di antara pihak pemohon dan termohon
informasi di Kantor Komisi Informasi Publik DIY tetapi dengan
adanya pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan
yang mendasar di dalam penyelesaian sengketa informasi publik
yang masuk.

Surat keputusan yang dimaksud adalah Surat Keputusan
Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi
Publik Secara Elektronik (Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi
Pusat Nomor 4 Tahun 2020). Pertimbangan diterbitkannya Surat
keputusan ini bahwa ”bangsa Indonesia sedang menghadapi
pandemi corona virus disease 2019 yang dapat mengganggu atau
berdampak terhadap layanan penyelesaian sengketa informasi
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publik kepada masyarakat. Pertimbangan lainnya menyatakan
bahwa “ dalam rangka pemenuhan hak atas informasi publik
serta berjalannya layanan penyelesaian sengketa informasi publik
kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat memandang perlu
untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik
melalui mediasi dan /atau ajudikasi nonlitigasi secara elektronik.

Sudabh jelas jika surat keputusan ini dimaksudkan untuk tetap
menjamin terjadinya penyelesaian sengketa informasi publik yang
sudah masuk di Komisi Informasi Pusat/daerah meskipun pandemi
terjadi. Agar hak masyarakat atas informasi tetap terpenuhi, maka
dianggap perlu adanya pedoman bagi Komisi Informasi Daerah
agar dapat menyelesaikan sengketa informasi baik mediasi maupun
ajudikasi/non litigasi secara elektronik. Mekanisme elektronik ini
dilakukan untuk memudahkan penyelesaian sengketa informasi
publik di era pendemi covid-19 dengan tetap menjunjung tinggi
azas transparansi, netralitas dan asas akuntabilitas dan hasil yang
memuaskan pihak yang bersengketa.

Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4
Tahun 2020 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa infor-
masi publik berbasis teknologi komunikasi elektronik untuk me-
nyelesaikan sengketa informasi publik yang ditangani Komisi
Informasi Pusat, Komisi Informasi Propinsi/Kota/Kabupaten
selama wabah covid-19 belum mereda. Pelaksanaan penyelesaian
sengketa informasi publik secara elektronik menurut Surat Kepu-
tusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 ini
sangat memungkinkan pelaksanaan mediasi maupun ajudikasi
nonlitigasi dilakukan tanpa kehadiran fisik pemohon, termohon
maupun saksi ataupun ahli dilokasi Kantor Komisi Informasi.
Pelaksanaan sidang tetap mengedepankan aspek kesehatan dan
keselamatan majelis, panitera pengganti maupun staf pendukung
lain.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa
prinsipnya penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan
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pilihan para pihak dan bersifat sukarela, disini anggota Komisi
Informasi hanya berperan sebagai mediator dan kesepakatan para
pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk keputusan
Mediasi Komisi Informasi (Pasal 40-41 ). Pada saat terjadinya
mediasi maka para pihak dapat bertemu langsung ataupun
melalui media komunikasi tertentu dengan mempertimbangkan
jarak dan substansi sengketa dan proses mediasi yang dilakukan
melalui media komunikasi akan diatur lebih lanjut dalam ke-
putusan Ketua Komisi Informasi. Mediasi yang dilakukan secara
langsung dapat dilakukan di salah satu ruangan di kantor Komisi
Informasi; salah satu ruangan di kantor Badan Publik yang tidak
terkait dengan sengketa atau dilakukan ditempat yang netral yang
akan ditentukan oleh Komisi Informasi; atau di tempat lain yang
disepakati oleh para pihak (Pasal 38-39 PERKI Nomor 1 Tahun
2013).

Berdasarkan uraian di atas terkait ketentuan Pasal 40-41
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan PERKI Nomor 1 Tahun
2013 terkait prinsip penyelesaian mediasi dapat disimpulkan jika
mediasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media
komunikasi yang ada.

Prinsip penyelesaian sengketa melalui ajudikasi nonlitigasi
dalam penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan dengan
majelis yang dibentuk dengan anggota minimal 3 orang komisio-
ner atau lebih dan harus berjumlah gasal serta sidang komisi
harus bersifat terbuka (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008). Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung atau-
pun tidak langsung dan persidangan melalui pertemuan lang-
sung dapat diselenggarakan di salah satu ruangan kantor Komisi
Informasi; atau di salah satu ruangan di kantor Badan Publik
lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat lain yang
ditentukan oleh Komisi Informasi dan prinsip terakhir yang
harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan
secara tidak langsung akan diatur dalam keputusan Ketua
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Komisi Informasi Pusat (Pasal 28 PERKI Nomor 1 Tahun 2013).
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 maupun dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2013
dapat disimpulkan jika penyelesaian sengketa informasi publik
melalui ajudikasi nonlitigasi juga dapat dilakukan secara tidak
langsung atau menggunakan teknologi komunikasi/elektronik se-
lama terjadinya pandemi covid-19.

Terkait dengan hal itu Keputusan Ketua Komisi Informasi
Publik Nomor 4 Tahun 2020 mengatur proses penyelesaian seng-
keta informasi publik oleh Komisi Informasi menggunakan basis
digital elektronik pada setiap tahapan.

Tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik ter-
diri dari :

1. Tahap Permohonan
Pada tahap ini pemanggilan para pihak dilakukan melalui :
a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi
(SIMSI) pada laman https://simsi.komunikasi.go.id
b. Melalui email
c. Melalui aplikasi pesan

2. Tahap Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dilakukan
melalui :
a. Aplikasi video telekonferensi tertentu
b. Aplikasi lain yang disepakati oleh Pemohon dan

Termohon.

Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik secara elek-
tronik harus tetap memperhatikan hukum acara yang diatur dalam
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI Nomor
1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik.

Dapat disimpulkan untuk menjawab permasalahan pertama
ini, penyelesaian sengketa informasi publik meskipun terjadi
pandemi covid-19 harus tetap dapat diselesaikan dengan baik.



98 PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA,PERTANIAN DAN
TEKNOLOGIMENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Pemohon informasi tetap mendapatkan hak-haknya untuk men-
dapatkan informasi publik yang dibutuhkan selain informasi yang
dikecualikan. Upaya Komisi informasi Pusat untuk tetap menjamin
terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi
publik dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua
Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman
Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik
Secara Elektronik. Surat keputusan ini dipakai sebagai pedoman
bagi Komisi Informasi di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan
sengketa informasi publik yang ada termasuk Komisi Informasi
Daerah DIY.

Komisi Informasi Daerah DIY dalam penyelesaian sengketa
informasi publik tidak menghadapi kendala atau mengalami
hambatan yang berarti dalam menjalankan tugasnya menyele-
saikan sengketa informasi publik sebelum terjadinya pandemi
covid-19. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Koordinator Bidang
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah
DIY saat diwawancarai bahwa sesunguhnya Komisi Informasi
Daerah DIY belum menghadapi kendala yang berarti dalam me-
nyelesaikan sengketa informasi publik sebelum terjadinya pan-
demic covid-19 di tahuan 2020. Hal ini dapat dilihat dari seluruh
sengketa informasi publik yang masuk pada tahun 2019 yang
berjumlah 5 (lima) kasus semuanya dapat diselesaikan dengan
baik tanpa hambatan apapun.

Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus yang
ditangani oleh Komisi Informasi Daerah DIY dimana pada tahun
2019 hanya ada 5 (lima) kasus dan pada tahun 2020 meningkat
menjadi 10 (sepuluh) kasus. Tidak hanya peningkatan jumlah
kasus, jenis informasi yang disengketakan juga terdapat perbedaan
yaitu di tahun 2019 kasus yang ditangani oleh Komisi Informasi
Daerah DIY kesemuanya adalah kasus terkait dengan informasi
pertanahan sedangkan di tahun 2020 selain terkait dengan informasi
pertanahan juga terkait informasi anggaran. Kemudian sengketa
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informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah DIY pada
tahun 2019 semua kasus diselesaikan melalui ajudikasi nonlitigasi
dan tidak ada yang berhasil pada tahap mediasi sedangkan pada
tahun 2020 terdapat kasus yang berhasil diselesaikan melalui tahap
mediasi kemudian terdapat kasus yang dicabut permohonan oleh
pihak pemohon dan kasus lainya diselesaikan melalui ajudikasi
non litigasi atau diputus oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Pada tahun 2021 dari 2 (dua) sengketa informasi publik yang
terdaftar di Komisi Informasi Daerah DIY keduanya menyangkut
masalah informasi pertanahan dimana yang menjadi termohon
semuanya merupakan perangkat desa di Sleman. Adapun kepu-
tusan yang dihasilkan dari 2 kasus tersebut merupakan keputusan
mediasi yang isinya terdapat kesepakatan damai diantara kedua
belah pihak. Tetapi pada tahun 2021 Komisi Informasi Daerah DIY
juga berhasil menyelesaikan tunggakan kasus sengketa informasi
yang tertunda penyelesaiannya pada tahun 2021, Tunggakan
kasus ini terjadi akibat adanya ketentuan penyelesaian sengketa
informasi secara elektronik berdasarkan ketentuan isi Surat
Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020
yang mewajibkan penyelesaian sengketa informasi publik secara
elektronik atau secara tidak langsung.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Bidang Penye-
lesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Daerah
DIY sesungguhnya sebelum terjadinya pandemi covid-19 tidak
terdapat kendala yang mengganggu bagi Komisi Informasi
Daerah DIY untuk menyelesaikan semua sengketa informasi yang
terdaftar, hanya saja dimasa pandemi covid-19 ada sedikit ma-
salah yang memang menjadi kendala/hambatan, yaitu dengan
lahirnya Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 4
Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi
Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik yang menyatakan
bahwa mediasi dan ajudikasi nonlitigasi dapat dilakukan secara
elektronik apabila pihak pemohon bersedia. Artinya ada pilihan
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bagi pemohon apakah akan menyelesaikan sengketa informasi
secara elektronik atau tidak karena menurut Surat Keputusan
Ketua Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 bentuk penyelesaian
sengketa secara elektronik harus disepakati kedua belah pihak
baik pemohon maupun Komisi Informasi. Regulasi tersebut sem-
pat menghambat penyelesaian sengketa informasi publik yang
ditangani Komisi Informasi Daerah DIY karena harus meminta
persetujuan dari pihak pemohon terlebih dahulu terkait cara
penyeleasaian sengketa informasi publik yang dipilih.

Kendala kedua yang dihadapi Komisi Informasi Daerah DIY
terkait dengan lahirnya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan
Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19
(Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun
2021). Surat edaran ini menjadi hambatan bagi Komisi Informasi
Daerah DIY dalam menyelesaikan kasus sengketa informasi
publik dan hal ini menyebabkan penyelesaian beberapa sengketa
informasi publik pada tahun 2020 diputuskan ditunda.

Penundaan terjadi karena pemohon yang berdomisili di luar
DIY tidak mau melakukan swab antigen /rapid test antigen sementara
syarat jika ingin menyelesaikan sengketa informasi di kantor
Komisi Informasi sesuai dengan isi Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 bahwa bagi setiap orang
yang melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat
keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen harus
dilakukan swab antigen atau bahkan PCR, sementara disisi lain
Komisi Informasi Daerah DIY ingin melaksanakan persidangan
secara online saja jika pemohon tidak mau melakukan tes swab
antigen atau PCR test dan dari pihak pemohontetap tidak bersedia
melakukan persidangan secara online. Sebagai akibat dari tidak
adanya kata sepakat terkait dengan cara penyelesaian sengketa
yang dipilih oleh pihak pemohon maupun Komisi Informasi
Daerah DIY maka diputuskan jika tahap penyelesaian sengketa
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informasi publik terebut ditunda. Sedangkan pada kondisi normal
sebelum pandemi covid-19 terjadi Komisi Informasi Daerah DIY
tidak menghadapi kendala yang menghambat proses penyelesaian
sengketa informasi publik.

Dapat disimpulkan terkait jawaban permasalahan kedua
pada penelitian ini, ternyata kelahiran Surat Keputusan Ketua
Komisi Informasi Pusat No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman
Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik
Secara Elektronik dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan
Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19
yang diharapkan akan mempermudah dan melancarkan proses
penyelesaian sengketa informasi publik justru menghambat ter-
jadinya penyelesaian sengketa informasi publik yang ada di
Komisi Informasi Daerah DIY. Karena ternyata ada pemohon yang
tidak bersedia jika penyelesaian sengketa informasi dilakukan
secara online menggunakan media elektronik yang disiapkan dan
kewajiban untuk melakukan swab-antigen maupun melakukan
test PCR untuk datang ke Kantor Komisi Informasi juga ditolak
oleh pemohon sengketa informasi publik sehingga oleh Komisi
Informasi Daerah DIY diputuskan jika penyelesaian sengketa
informasi ditunda sampai situasi memungkinkan dan menunggu
satgas covid-19 melonggarkan aturan terkait kewajiban melakukan
swab antigen dan test PCR.

Di tahun 2022 dengan lahirnya Surat Edaran Satuan Tugas
Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan
Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) persyaratan untuk wajib membawa hasil negatif
test baik untuk PCR test maupun rapid test antigen sudah tidak
lagi menjadi hal yang wajib dimiliki Pelaku Perjalanan Dalam
Negeri (PPDN), tetapi PPDN wajib menerapkan protokol kesehatan
yang ketat. Ketentuan protokol kesehatan umum bagi PPDN
meliputi: Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis
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yang menutup hidung, mulut dan dagu; Mengganti masker secara
berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat
yang disediakan; Mencuci tangan secara berkala menggunakan air
dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda
yang disentuh orang lain; Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan
orang lain serta menghindari kerumunan; Dihimbau untuk tidak
berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun
secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi
umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan,
dan udara.

Ketentuan di atas sangat berpengaruh terhadap proses penye-
lesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah
DIY di tahun 2022 yang tentu saja akan mempercepat proses
penyelesaian sengketa informasi publik dengan harapan segala
hambatan yang ada terkait penyelesaian sengketa informasi publik
tidak terjadi lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada rumusan ma-
salah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
Daerah DIY tetap dilaksanakan meskipun terjadi pandemi
covid-19 dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua
Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pe-
doman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi
Publik Secara Elektronik. Diharapkan pemohon informasi
tetap mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan infor-
masi publik yang dibutuhkan tidak termasuk informasi
yang dikecualikan. Upaya Komisi informasi Pusat untuk
tetap menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk
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mendapatkan informasi publik dilakukan dengan mengeluar-
kan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor
4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi
Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik
sebagai pedoman bagi Komisi Informasi di seluruh Indonesia
untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang ada.

2. Ternyata kelahiran Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi
Pusat No. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 yang diharapkan
akan mempermudah dan melancarkan proses penyelesaian
sengketa informasi publik justru menghambat terjadinya
penyelesaian sengketa informasi publik yang ada di Komisi
Informasi Daerah DIY. Karena ternyata ada pemohon yang
tidak bersedia jika penyelesaian sengketa informasi dilakukan
secara online menggunakan media elektronik yang disiapkan
dan kewajiban untuk melakukan swab-antigen maupun
melakukan test PCR untuk datang ke Kantor Komisi Informasi
juga ditolak oleh pemohon sengketa informasi publik, se-
hingga oleh Komisi Informasi Daerah DIY diputuskan jika
penyelesaian sengketa informasi untuk pemohon yang meno-
lak melakukan pemeriksaan secara online maupun menolak
melakukan swab atau tes PCR ditunda sampai situasi memung-
kinkan dan menunggu satgas covid-19 melonggarkan aturan
terkait kewajiban melakukan swab antigen dan test PCR.
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